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PENDN

MENGAPA DIPERLUKAN RP3KP ?

RTRW hanya mengatur :
1. Penetapan pusat perkotaan dan pusat

pelayanan
2. Penetapan sistem jaringan prasarana
3. Penetapan kawasan lindung
4. Penetapan kawasan permukiman

perkotaan dan permukiman perdesaan
(skala provinsi)

5. Penetapan kawasan permukiman
perkotaan dan permukiman perdesaan
(skala kabupaten)

6. Penetapan kawasan perumahan
kepadatan rendah, sedang, dan/atau
tinggi (skala kota)

7. Penetapan indikasi program

RTRW menjadi pedoman untuk :
a. penyusunan rencana pembangunan

jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan

jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, 

dan keseimbangan antarsektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk 

investasiAHULUA

Permasalahan perumahan dan kawasan
permukiman
a. Backlog
b. Rumah liar, perumahan liar
c. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh

1. Bagaimana merumuskan kebijakan dan
strategi pembangunan dan
pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman ?

2. Bagaimana mengalokasikan ruang untuk
tipologi perumahan dan kawasan
permukiman?

3. Bagaimana menangani/mengatur
kualitas perumahan? 

4. Bagaimana mewujudkan perencanaan 
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) Bidang Perumahan Rakyat sesuai
indikator, nilai dan batas waktu
pencapaian yang ditetapkan oleh
masing-masing pemerintah daerah 1

A.PENDAHULUAN



FAKTA :   

• LAJU URBANISASI TINGGI 
(Penduduk Perkotaan Akan
Mencapai 65% Dalam 25 Tahun
Mendatang) 

• LINGKUNGAN PERMUKIMAN 
KUMUH CUKUP LUAS

• BACKLOG PERUMAHAN CUKUP 
BESAR

PERLU PENYEDIAAN 

PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN YANG

LAYAK

• LAHAN TERBATAS

• TINGGINYA HARGA JUAL RUMAH

• RENDAHNYA DAYA BELI 

MASYARAKAT

• TERBATASNYA INFRASTRUKTUR

MASALAH

PERLU  RENCANA PEMBANGUNAN 

DAN PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

B. PERMASALAHAN POKOK Perumahan dan Kawasan Permukiman

2



PERMASALAHAN POKOK Perumahan dan Kawasan Permukiman
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......lanjutan

PERMASALAHAN POKOK Perumahan dan Kawasan Permukiman
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......lanjutan

PERMASALAHAN POKOK Perumahan dan Kawasan Permukiman
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C. Dasar Hukum RP3KP

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun

3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah.
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RP3KP
PROGRAM

DAN 

KEGIATAN

TERKOORDINASI

DAN

TERPADU 

ARAHAN
PENYELENGGARAA

N PKP** DI DAERAH

LINTAS 

SEKTORAL  

DAN WILAYAH

*RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

** PKP : Perumahan dan Kawasan Permukiman

D. Pengertian RP3KP

SESUAI 

RTRW
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E. TUJUAN RP3KP

TUJUAN RP3KP

MEWUJUDKAN 

PEMBANGUNAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

PKP*

MEWUJUDKAN 

SPM** BIDANG 

PERUMAHAN 

RAKYAT

PEMBERDAYAAN 

PEMANGKU 

KEPENTINGAN 
MENUNJANG 

PEMBANGUNAN 

EKONOMI-

SOSIAL-BUDAYA

*PKP: Perumahan dan Kawasan Pemukiman

** SPM : Standar Pelayanan Minimal 8



Kedudukan RP3KP dalam Perencnaan Tata Ruang 
dan Sistem Perencanaan Pembangunan

UU No. 26 / 2007
Penataan Ruang

UU No. 1 / 2011
PKP

UU No. 17 / 2007
Sistem Perencanaan 

Pembangunan
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Kedudukan RP3KP dalam Pembangunan Wilayah

1) Tingkat provinsi dalam mengatur dan 
mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman yang menyangkut 2 (dua) atau 
lebih kabupaten atau kota yang berbatasan, 
penyelenggaraan fasilitasi dan mediasi, bimbingan dan 
pembinaan; serta

2) Tingkat kabupaten atau kota, terutama untuk 
kabupaten atau kota-kota yang telah memiliki 
permasalahan perumahan dan kawasan permukiman 
yang tinggi intensitasnya, dalam mengatur dan 
menyelenggarakan perumahan dan kawasan 
permukiman secara teratur dan terorganisasikan.
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Hirarki Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
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SKEMA SATUAN UNIT PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN SESUAI UU NO.1 TAHUN 2011

Perumahan

Permukiman

Lingkungan
Hunian

Kawasan 
Permukiman

Kawasan Fungsi Lain/ 
Bukan Permukiman

Pelayanan Sosial 

Kegiatan Ekonomi 

Jasa Pemerintahan 

Pusat Kws. Perkim

Pusat Lingk. Hunian

Pusat Permukiman

Pusat Perumahan

KAWASAN PERMUKIMAN adalah
bagian dari lingkungan hidup diluar
kawasan lindung baik berupa kawasan
perkotaan maupun kawasan
perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan (UU 
PKP pasal 1 angka 3 )

LINGKUNGAN HUNIAN
adalah bagian dari
kawasan permukiman
yang terdiri atas lebih dari
satu satuan permukiman
(UU PKP Pasal 1 angka 4)

PERMUKIMAN adalah bagian dari

lingkungan hunian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan perumahan
yang mempunyai PSU serta
mempunyai penunjang kegiatan
fungsi lain di kawasan perkotaan atau
kawasan perdesaan (UU PKP Pasal 1 
angka 5) 

PERUMAHAN adalah kumpulan rumah 
sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan yang 
dilengkapi dengan PSU sebagai hasil 
upaya pemenuhan rumah layak huni 
(UU PKP Pasal 1 angka 2)

Perumahan mendukung 
Kawasan Fungsi Lain

Lingkungan Hunian Skala
Besar/Kasiba

KAWASAN FUNGSI 
LAIN/KWS. BUKAN 
PERMUKIMAN

Permukiman/Lisiba
(Perumahan Skala besar)

KOTA BARU
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Siklus RP3KP
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F. PENYUSUNAN RP3KP



SIKLUS RP3KP
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PENYUSUNAN RP3KP
(Permen PERA No. 12 Tahun 2014)

PROVINSI 

➢ Lingkup Pengaturan :

• PKP pada Kawasan Strategis 
Provinsi (KSP);

• PKP pada lintas daerah 
kabupaten/kota;

• PKP pada setiap kabupaten 
dan kota;

• perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh luasan 10 
– 15 Ha dalam satu hamparan.

➢ Bagian Kedua (Pasal 8 - 14)

KABUPATEN/KOTA 

➢ Lingkup Pengaturan :
• PKP pada kawasan 

kabupaten/kota;

• Perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh luasan 
kurang dari 10 Ha.

➢ Bagian Ketiga (Pasal 15 –
20)
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RP3KP PROVINSI

Lingkup substansi RP3KP Provinsi terdiri atas:
a. Visi-misi-tujuan-sasaran-kebijakan-strategi;
b. Arahan untuk penanganan permasalahan

PKP pada lingkup wilayah kewenangan
Provinsi.

c. Indikasi program (termasuk penetapan
prioritas) berbasis pada perwilayahan dan
kewenangan provinsi

d. Pengawasan dan pengendalian berbasis
pada perwilayahan dan kewenangan
provinsi

e. Mekanisme insentif & disinsentif sesuai
kewenangan provinsi

Lingkup substansi RP3KP Kabupaten/Kota 
terdiri atas:
a. visi-misi-tujuan-sasaran-kebijakan-

strategi;
b. Perencanaan untuk penanganan 

permasalahan PKP pada lingkup 
kawasan kewenangan kabupaten/kota.

c. Penetapan lokasi pembangunan dan 
pengembangan Kawasan permukiman, 
termasuk penyediaan kawasan siap 
bangun.

d. Indikasi program (termasuk penetapan 
prioritas) berbasis pada perwilayahan 
dan kewenangan kabupaten/kota.

e. Pengawasan dan pengendalian 
berbasis pada perwilayahan dan 
kewenangan kabupaten/kota.

f. Mekanisme insentif & disinsentif 
sesuai kewenangan kabupaten/kota.

RP3KP KABUPATEN/KOTA
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Ilustrasi Pembagian Lingkup Wilayah Kewenangan Provinsi



JUMLAH KEBUTUHAN RUMAH* DAN PSU SERTA KEBUTUHAN LAHAN 

1. Kebutuhan saat ini

2. Proyeksi kebutuhan ke depan karena pertumbuhan penduduk 

(alami, migrasi, adanya pusat kegiatan baru/ekonomi)

3. Kebutuhan akibat kebijakan relokasi penduduk

*(Rumah Mewah/Menengah/Sederhana, Rumah Tapak/Rusun, Rumah Sewa/Milik)

PERMASALAHAN* PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Kondisi Backlog : Lokasi, Jumlah KK vs Jumlah rumah

2. Kondisi Perumahan Eksisting : 

a. Rumah → baik/sedang/buruk, permanen/non permanen, dll

b. Kondisi PSU → jalan, drainase, RTH (termasuk ketersediaan 

pemakaman), dll

3. Perumahan dan Permukiman Kumuh :  Lokasi, Luas, Jumlah KK vs 

Jumlah Rumah, kondisi PSU

4. Squatter : Lokasi, Luas, Jumlah KK

* Termasuk identifikasi mengenai penyebab terjadinya masalah tsb (antara lain terkait

dengan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dsb)

KERANGKA PENYUSUNAN RP3KP
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KETERSEDIAAN LAHAN

1. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang

2. Kepemilikan/Penguasaan Tanah, Kondisi Lahan, Potensi lahan, 

Negative List

PROGRAM PKP*) YANG SEDANG BERJALAN

Rencana pengembangan oleh Pemerintah (Kasiba/Lisiba BS, 

rusunawa/mi), pengembang dan masyarakat.

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Pembangunan Baru : Pemerintah/Pengembang (Kasiba/Lisiba, 

perumahan bukan skala besar, rusunawa/mi), swadaya oleh 

masyarakat

2. Peningkatan Kualitas Permukiman : perbaikan atau pemugaran, 

peremajaan, pemukiman kembali

3. Pencegahan Permukiman Kumuh : wasdal dan pemberdayaan 

masyarakat, 

4. Perumahan Kawasan Khusus : Nelayan, Industri, Perkebunan, dll. 

KERANGKA PENYUSUNAN RP3KP

18



TAHAP PENYUSUNAN RP3KP
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Lanjutan Tahapan 
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No. Lingkup Wilayah Arahan 

1 PKP pada 
Kawasan 
Strategis Provinsi 
(KSP) 

Perencanaan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 
ditujukan untuk menunjang fungsi utama KSP, seperti: 
ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan 
sumber daya alam dan teknologi tinggi, dilakukan dalam 
bentuk program/kegiatan pembangunan dan pengembangan 
PKPdi KSP, berupa: 
a. Rencana PKP di KSP 

1) Pengembangan yang ada 
2) Pembangunan baru 
3) Pembangunan kembali 

b. Rencana penyediaan perumahan 
1) Pengembangan yang ada 
2) Pembangunan baru 
3) Pembangunan kembali 
4) Peningkatan kualitas RTLH 
5) Perumahan Tematik 

2 PKP pada lintas 
daerah 
kabupaten/kota 

Perencanaan PKP pada lintas daerah kabupaten/kota 
ditujukan untuk: 

a. Koordinasi dan kerjasama pembangunan dan 
pengembangan PKP, terkait dengan: 
1) Penyediaan lahan 
2) Penyediaan hunian 
3) Penyediaan PSU regional 

b. Penyediaan rumah layak huni di lintas daerah 
kabupaten/kota 

3 PKP pada setiap 
kabupaten dan 
kota 

Perencanaan PKP pada setiap kabupaten dan kota ditujukan 
untuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan PKP 
sesuai dengan fungsi dan peran kabupaten/kota dalam 
mendukung PKP Provinsi, antara lain: 

a. Arahan penyediaan hunian sesuai dengan arah 
pengembangan PKP Provinsi 

b. Arahan mitigasi bencana 
c. Arahan penyediaan PSU dan keterpaduan PSU dengan 

PSU Regional 
d. Arahan penyediaan lahan 
e. Arahan pembiayaan 

4 Perumahan 
kumuh dan 
permukiman 
kumuh luasan 10 
– 15 Ha dalam 
satu hamparan 

Perencanaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
luasan 10 – 15 Ha dalam satu hamparan ditujukan untuk 
pencegahan dan peningkatan kualitas, dalam bentuk: 
a. Pembangunan fisik/lingkungan 

1) Pencegahan 
2) Peningkatan kualitas 

a) Pemugaran 
b) Peremajaan 
c) Pemukiman kembali 

b. Pembangunan ekonomi 
c. Pembangunan sosial 

 

No. Permasalahan Solusi Implikasi 

1. Backlog Pembangunan Rumah Baru 
(Perumahan Formal dan 
Perumahan Swadaya) 

Kebutuhan lahan 

2. Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) 

Peningkatan kualitas rumah - 

3. Rumah liar 
(squatters) Relokasi 

Kebutuhan lahan 

4. Kurangnya 
Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum 
(PSU) 

Penyediaan PSU 

- 

5. Perumahan kumuh a. Pemugaran 
b. Peremajaan, atau 
c. Pemukiman kembali 

a. – 
b. – 
c. Kebutuhan 

lahan 

6. Kurangnya 
pembiayaan 
perumahan 

a. Pendanaan, dan 
b. Sistem pembiayaan 

- 

7. Terbatasnya 
ketersediaan 
tanah/lahan 

Penyediaan tanah Kebutuhan lahan 

 

RP3KP KABUPATEN/KOTA

RP3KP PROVINSI
Arahan untuk Penanganan Permasalahan PKP pada Lingkup Wilayah 
Kewenangan Provinsi

Permasalahan Bidang Perumahan dan Upaya Penanganan
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PERDA RP3KP

PROVINSI

• Sumatera Barat (No. 7
Tahun 2016)

• Jawa Tengah (No. 7 Tahun 
2019)

• Jambi (Tahun 2019)

KABUPATEN

• Karang Anyar (No. 13 Tahun 
2013)

• Pesisir Barat (No. 5 Tahun 
2018)

• Tanjung Jabung Barat (No. 8 
Tahun 2018)
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